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PERLINDUNGAN PERFORMING RIGHT PADA HAK CIPTA OLEH
INDUSTRI HIBURAN PENGGUNA MUSIK KOMERSIAL
MELALUI LISENSI

Protection of performing right of at copyrights of by industry of entertainment
amusement commercial music consumer through license

Zulkifli Makkawaru, Muhlis Rusian, dan Andi Tira
(Dosen Tetap Universitas 45 Makassar)

ABSTRAK

Pada dasarnya. secara hukum semua orang berhak memperoleh dan menikmati nilai komersial
atas benda miliknya baik benda materiil maupun benda immaterial. Sehingga dengan demikian
orang yang dipandang paling berhak atas pemanfaatan lagu/musik sebagai benda immaterial
vang diakui oleh hukum adalah penciptanya sendiri. Orang atau pihak lain tidak boleh
melakukan okupasi atau eksploitasi atas benda tersebut atau lagu/musik tersebut tanpa terlebih
dahulu memperoleh izin /lisensi kepada penciptanya, yang mana dengan lisensi ini
berkonsekuensi balik berupa kewajiban membayar royalti.

Penelitian ini hendak mengungkap seberapa jauhkah faktor ekonomi atau komersial menjadi
fakior yang melalarbelakangi sehingga banyak pengusaha daiam hal imi perusahaan pengguna
atau yang memanfaatkan musik sebagai sarana produksi dan jasa jualannya tidak atau enggan
membayvar royalti kepada pencipta.

Penelitian ini adalah penelitian sosio-yurisis dilakukan dengan teknik wawancara, pengumpulan
angket, dan telaah pustaka. Kemudian dilakukan deskripsi secara kualitatif. Penelitian yang
dilakukan di Kota Makassar, Gowa, Parepare dan Tana Toraja.

Penelitian ini menyimpulkan hahwa, pertama: telah lerdapat pemahaman fentang Hak Cipta
yang harus dilindungi dan dihormati, kedua: akan tetapi pemahaman hanya sebatas perlindungan
hak penggandaan (perekaman melalui perusahaan rekaman) yang dibayarkan royaltinya oleh
perusahaan rekaman dan belum dipahami bahwa penggunaan lagu/musik oleh perusahaan dalam
bentuk komersialisasi seperti karaoke, /ive music, dan sebagainya belum dipahami schingga
cenderung terjadi pelanggaran berupa tidak dilakukannya mekanisme lisensi terlebih dahulu dan
tidak membayar royalti pencipta, ketiga: keengganan perusahaan untik memohon lisensi atas
penggunaan musik komersial bukan karena ketidaktahuan atas konsepsi ini tetapi faktor
pertimbangan komersial (dipandang over cost, atau dipandang setara dengan pajak/retribusi),
keempat: faktor peran pemerintah, organisasi profesi perusaahan pengguna lagu/musik, dan
organisasi kuasa pengumpul/kolektor royalli laguw/musik belum maksimal melaksanakan
perannya.

ABSTRACT

Basically, judicially everybody is entitled to obtain;get and enjoy the commercial value for ifs
property object is material object goodness and also object immaterial. So that thereby one who
is looked into by most is entitled to_for song exploiting/music as object immaterial confessed by
law is its own creator. people or other party may not conduct the okupasi or exploit for the
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object or song/the music without heforehand obtain;get the permit/license to its creator, which
with this license have is consequence (o return in the Jorm of obligation pay for the royalty

This research will express how commercial or economic Jactor become the factor which
hackground so that a loi of entrepreneur in this case consumer company or exploiting music as
medium produce and its markering service do not or shy at to pay for the royalty to creator.

This research is research sesio-yurisis conducted with the technique interview the, enquette,
and analyze ihe bouk. is later; then conducted by deskripsi qualiiative. Research conducied in
Town Makassar, Gowa, Parepare And Tana Toraja

This research conclude that, first: have there are understanding of about Copyrights which mst
be protecied and resprcted, second: understunding only limited tv protection of duplication
rights (recording of through record company) what is paid by its royalty by record company and
not yer been comprehended by that song use/music by company in the form of commercialisation
af like karaoke, live music, efcetera not yet been compretiended so that tend 1o happened by the
collision in the form of do not conduct of license mechanism beforehand and do not pay for the
creator royally, third: company disinclination to requesi the license Jor commercial music use
noi because of ignorance for this conception but commercial considgeration factor ( looked into
by of over cost, or looked into equivalent with the lease/retribution), fourth: governmental role
Jactor, organization of profession of company of song consumer/music, and organization of
compiler power/collector of song rovalty/music not yet adequate execuie its role.

Key word : Performing Right — industry of entertainment amusement commercial music

A. PENDAHULUAN

Reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini gencar
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional menuju
terciptanya negara dan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik lahiriah
maupun batiniah.

Di era reformasi ini, disadari bahwa pembangunan nasional merupakan usaha
peningkatan kualitas manusia dan masvarakat Indonesia yang dilakukan secara
berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu
pengetahuan dan (eknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Kondisi demikian dengan sendirinya berimbas kepada bidang hukum dalam hal
ini perkembangan hukum dan penegakan hukum (Jaw enforcement) terutama di bidang
hukum ekonomi. Globalisasi sebagai dampak dari kenyataan Borderiess World (dunia
tanpa batas) tersebut menuntut suatu kcharmonisan hukum di bidang perdagangan guna

memenuhi kebutuhan umat manusia di seluruh dunia.




Eksploitasi hak cipta seni musik
banyak terjadi pada usaha komersial
hiburan vang mana seni musik menjadi
sarananya, juga pada dunia enfertainment
dengan produk iklan vang menggunakan
potongan lagu. Pengguna lagu banyak
vang tidak membayar royalt kepada
yang berarti  melakukan
kesewenang-wenangan menggunakan hak
lagu
Bengawan Solo misalnya dipakai unruk

pencipta,

orang lain tanpa izin. Kasus
iklan arloji bintang Andy Lau di Hong
Kong tidak memberi imbalan kepada
Gesang penciptanya (Republika, Sabtu, 12
April 1997). Pemakaian lagu-lagu sebagai
musik latar (hackground music) oleh usaha
hotel. restoran dan karaoke juga (idak
sedikit yang tidak memenuhi kewajiban
membayar royalti. Pengusaha komersial
musik mereguk keuntungan atas hak cipta
orang lain.
Sebagai hak yang dilindungi
undang-undang (Undang-undang No. 19
Tahun 1992 tentang Hak Cipta,
sclanjuinya dalam pembahasan ini discbut
UUHC)) dibutuhkan pemahaman
masvarakat terutama pihak pengguna
musik akan keberadaan hak cipta terscbut.
Dalam kenvataannva pemahaman  inl
masih rendah. Purba (makalah,2000:7)

mengakui bahwa terdapat pihak vane udak
menyadari status hak i, meskipun
schenarnya masvarakat Indomesia adalah
masyarakat beradab yang menghormall
hak.

Indonesia dalam menempatkan din
dalam jajaran negara-negara yang terikal

untuk menerapkan

prinsip-prinsip
penegakan HKI dituntut penegakan hukym
HKI dalam kehidupan sehari-han.
Peranan Pemerintah melalui  Dircktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Departemen Kehakiman dan HAM  dalam
rangka sosialisasi hak cipta khususnya
yang hak
(performing right) yang melekat pada hak
cipta belum tampak jelas, demikian pula

berkaitan pertunjukan

penyiapan perangkat dan kelembagaan
dalam rangka pelayanan kemudahan
berinteraksi antara pencipta dan pengguna
hak cipta juga belum maksimal dilakukan.
Penyuluhan dan pelatihan berkenaan
dengan  bidang ini  masih
ditingkatkan.

Organisasi Manajemen Kolektor
right
Sociey)) semacam ini di Indonesia seperti
Karya Cipta Indonesia (KCI)adalah
lembaga swasta yang berfungsi sebagai
mediator dalam

perlu

(Performing societv/Collecting

mempertemukan
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(pemilik hak
hak

melakukan

v<nendak antara pencipla

cipta)  dengan  pengguna cipta

Jirasakan belum maksimal
perannya .
Terdallar

ekonomi (overcost) dan faktor sinyalemen

faktor  pertimbangan

ketidakjelasan  Ketentuan tingkat lokai
menjadi pemicu keengganan membayar
dan
penggunaan hak cipta.

rovalti memohon  izin/lisensi
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang terurai di
atas, dapat dirumuskan masalah sebagai
berikut:
1. Scjauhmanakuah organisasi manajemen
kolektor berperan dalam
hak

(performing right) bidang musik?

upaya

perlindungan pertunjukan

L]

. Scjauhmanakah tanggungjawab pengu-
saha hiburan musik melindungi hak
pertunjukan (performing right)?

3. Faktor-faktor apakah yang lebih
dominan mempengaruhi  keengganan
dan ketidakterbayaran royalti peng-
gunaan hak pertunjukan
right)?

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Harta Kekayaan dan Hukum

Harta kekayaan merupakan benda

(performing

ekonomi yang dinilai dengan sejumlah

uang  vang menjadi indikator tingkat
kesejahteraan seseorang. Bahwa apabila
berbicara mengenai harta kckavaan.
maka ada dua masalah vang selalu
dikemukakan.  yaitu

kegunaan dan masalah nilai keteraturan.

masalah  nilai

Nilai kcgunaan termasuk dalam lingkup
ekonomi sedangkan

termasuk

nilai keteraturan
dalam hukum
(Muhammad, 1994:5-7).

Selanjutnya Muhammad (1994:14-

lingkup

15) mengemukakan bahwa harta kekayaan
dalam konsep hukum meliputi benda
bergerak dan benda tak bergerak. Kedua
Jenis benda tersebut ada yang berwujud.
dan ada pula yang tidak berwujud.
Berdasarkan konsep  yang  telah
dikemukakan tadi maka lingkup harta
kekavaan meliput

terial) yang terdiri atas barang bergerak

Barang (benda ma-

dan barang tak bergerak dan Hak (benda
immaterial) yang terdiri atas hak atas
barang bergerak dan hak atas barang lak
bergerak.
Penciptaan  merupakan  karya
membentuk atau mengadakan benda baru
dengan menggunakan keahlian atau
keterampilan. Karya tcrsebut ada dua
karya materil dan  karva

jenis,  vaitu

intelektual. Karya materil adalah karva
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membentuk atau mengadakan benda baru
yang  bersifal (berwujud).
Sedangkan karya intelcktual adalah karya
membentuk atau mengadakan benda baru

materil

yang bersifat immateril (tak berwujud).
Hasil dari dua jenis karya ini disebut
ciptaan yang berupa hak milik matenl dan
hak milik intelektual, dan ini adalah harta
kekavaan hagi penciptanya,
2. Nilai Ekonomi Kreasi dan Inovasi
Ilak Kekayaan Intelektual (HKI)
pada dasarnya merupakan hak yang
diberikan oleh hukum kepada sescorang
atau beberapa orang atau badan hukum
yang telah mewujudkan suatu peristiwa
hukum, berupa penciptaan atau penemuan
suatu karya inovatil yang diperiukan untuk
memenuhi kebutuhan manusia.
Menuangkan kreasi dengan jalan
menulis buku, mengaransir musik, atau
menciptakan karya seni tidak sedikit
dilakukan dengan maksud sebagai mata
pencaharian. Demikian halnya, seseorang
mengembangkan inovasi dilakukan oleh
penemu untuk memperoleh keuntungan.
Pencipta (kreator) atau penemu (inventor)
seringkali memerlukan dana, waktu dan
tenaga  dalam  menciptakan  atau

menemukan sesuatu itu. Jika membiarkan

orang lain untuk bebas memperbanyak

atau menjual karva-karva tersebut akan
mengakibatkan pencipta/penemu  sendiri
tidak mendapatkan keuntungan dari hasil
kreasi/inovasinya  tersebut,  sendak-
tidaknya
kompensasi bagi waktu, dana dan tenaga
tclah  dikeluarkannya

melahirkan karya cipta/inovasi tersebut.

mereka tidak memperoleh

yang untuk

HKI merupakan konsep pembenan
penghargaan atas nilai ckonomi suatu
kreasi dan inovasi yang bilamana tidak
diterapkan akan menimbulkan keadaan
dimana para pencipta kreasi dan penemu
inovasi baru lemah dalam semangat dan
motivasi. Sebuah karya hasil kreasi dan
seluruh

dan

inovasi  menjadi  harapan
sehingga karya-karya

produk-produk baru senantiasa ditunggu-

masyarakal

tunggu sebab membawa kenyamanan
dalam menggunakan dan menikmatinya.
Belapa sebuah lagu baru atau film, novel,
koreografi atau ciptaan arsitektur selalu
membawa warna baru kehidupan manusia.
Karya teknologi semisal di bidang
transportasi.  elektronik,  periengkapan
rumah tangga dapat memanjakan manusia
dalam kehidupan sehari-harinya. Tentu
saja masyarakat sebagai konsumen akan
tergugah memberikan nilai/harga ekonomi
atas barang-barang produksi yang baru dan
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selalu wp-todate. Tidak sedikit pihak
pengusaha/investor memberikan peranan-
nva dalam mendanai suatu penclitian dan
percobaan untuk melahirkan suatu karya
dan temuan produk baru.

Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa perlindungan terhadap HKI sama
pentingnya dengan perlindungan terhadap
kepentingan ekonomi, terutama dalam
perdagangan internasional. Demikian pula
TIKT sudah tidak
lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi
juga pertikaian
bisnis dan perengkuhan keuntungan
(Margono dan Angkasa, 2002:3)

Lisensi

selanjutnya pertikaian

menyangkut masalah

merupakan saluran

pengembangan nilai ekonomi dari suatu

HKI. sebagai hak eksklusif HKI
memberikan kewenangan kepada
penemu/penciptanya untuk  mengedarkan
dan memasarkan sendiri hasil

movasi/kreativitasnya ilu. Namun tidak
semua orang memiliki kesempatan dan
kemampuan oniuk melaksanakan sendiri
hak tersebut. IHak itu berkaitan erat dengan
persoalan mangjemen dan permodalan.
Dibutuhkan pihak lain yang dapat menjadi
mitra dalam menyebarluaskan melalui
mekanisme izin dari pencipta/penemu
dalam bentuk perjanjian lisensi. Lisensi

mampu mengangkat nilai ekonomi sualu
produk HKI Pemberian

bahasa uwmum discbut

lisensi dalam
bermakna  1zin
adalah pemberian izin kepada pihak lain
HKI
mengembangkan kandungan potensi nilai

untuk  mengeksploitasi guna
tambah ckonominya sehingga lercapai
tingkatan maksimum produktivitas suatu
karva intelektual.

3. Perkembangan (Konsep) Hak
Kekayaan Intelektual
Istilah "Hak kekayaan intelektual”
merupakan terjemahan Intellectual
Property Right. Meskipun untuk istilah ini
kadangkala ada yang menerjemahkannya
“hak  milik

pendapat cenderung menggunakan hak

dengan intelektual™. Sam

milik intelektual sebagai  terjemahan
intellectual property right dengan alasan
bahwa pengertian “hak milik” memiliki
lingkup vang lebih
dibanding dengan istilah

Dalam konsep harta kekayaan menurut

ruang spesifik

“kekayaan™.

pendapat ini setiap barang selalu ada
pemiliknya yang disebul pemilik barang.
dan setiap pemilik barang mempunyai hak
alas barang miliknya yang lazim disebul
hak milik. Dari pengertian ini maka istilah
Ichih

seseorang atas sesuatu benda secara

milik menunjukkan  kepada hak
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kongkrit dan bukan pada suatu harla
kekayaan yang sangat |luas. Hak kekayaan
intelektual Tebih tepat dikualifikasi scbhagai
hak milik karena hak
merupakan  hak
dibandingkan dengan hak-hak kebendaan

lainnya. dengan demikian pemilik berhak

milik  sendiri

vang paling utama

menikmati dan menguasai sepenuhnya
dengan (Raml.
2000:23-24)

Pendapat

sebehas-bebasnya

vang lain ccnderung
melihat kata “hak milik™ sebagai istilah
yang menyesatkan. Noor Mont-Bouwman
(Saidin, 1995:9) menyebutkan bahwa kata
harta  benda/property  mengisyvaratkan
adanya benda nyata, menurutnya dalam
hak kekayaan intelektual tidak sedikitpun
menampilkan benda nyata. Inilah yang
disimpulkan bahwa istilah hak milik itu
dalam hal ini tidaklah tepat. Karena hak
bukanlah benda
materil dan hanyalah merupakan hasil

kegiatan berdava cipta pikiran manusia

kekavaan intelektual

yang diungkapkan keluar dalam suatu
bentuk. maka tepat jika dikalakan scbagai
hak kekayaan intelektual.

Hak eksklusif sebagai sifat asli
HKI bermaksud mempertahankan benda
tersebut

terhadap Yang

hak

siapapun.

mempunyai itu dapat menuntut

terhadap pelanggaran vang dilakukan oleh
HKI
mempunyai suatu hak monopoli. vaitu
bahwa ia dapat mempergunakan haknva
dengan
persetujuannya
pencrmuan.

(Djumhanah dan Djubaidillah, 1997:23)

vang hendak
menggunakan hak cipta seseorang untuk

siapapun. Pemilik atau pemegang

melarang  siapapun

membuat

tanpa
ciptaan/-
atau menggunakannya

Semua pihak

tujuan  komersial
lisensi. Jika tidak ada lisensi dari pencipta
atau pemegang hak cipta itu maka pihak
lain tidak berhak untuk menggunakan hak
cipta dalam bentuk apapun. Pengusaha

wajib  memperolch

hiburan musik seperti hotel, restoran,

karaoke. kale dan diskotik bertang-
gungjawab melindung hak cipta tersebut.
Tanggungjawab merupakan wujud
penghormatan atas norma hukum yang
telah menetapkan pemberian hak kepada
seseorang pencipta.

Ilak cipta adalah hak khusus bagi
pencipta maupun penerima hak untuk
mengumumkan  atau  memperbanyvak
ciptaannya maupun memberi izin untuk
itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-
vang berlaku (UU No. 19

Tahun 2002 Pasal 1 butir 1).

undangan
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Hak ekonomi

dalam Hak Cipta

menurut Muhammad (1994:114) adalah:

d.

Hak perbanyakan (pengganda-
an), yaitu penambahan jumiah
ciptaan dengan pembuatan
yang sama, hampir sama, atau
menycrupai  ciptaan  tersebul
dengan penggunaan bahan-
bahan yang sama maupun tidak
sama, termasuk mengalih-
wujudkan ciptaan

Hak adaptasi
vailu penyesuaian dari suatu
bentuk ke bentuk lain, seperti

penerjemahan dari suatu bahasa

(penyesuaian).

ke bahasa yang lain, novel
menjadi sinetron, patung men-
jadi lukisan, drama pertunjukan
dijadikan drama radio.

Hak Pengumuman (penyiaran),
yaitu pembacaan, penyuaraan,
penyiaran, atau penyebaran
ciptaan dengan menggunakan
alat apapun dan dengan cara
schingga
ciptaan dapat dibaca, didengar,

sedemikian  rupa,

dilihat, dijual atau disewakan
oleh orang lain.

Halk pertunjukan (penampiian},
yaitu mempertontonkan, mem-

Adapun

perfunjukkan, memperagakan,
memamerkan ciptaan di bidang
seni oleh musisi, dramawan,
seniman, peragawati.

cipta

karya yvang

dilindungi dengan hak cipta menurut
UUHC, tertera pada Pasal 12 ayat (1)
yang menentukan bahwa: *Dalam undang-

undang ini ciptaaan yang dilindungi adalah

ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan,

seni dan sastra yang mcliputi karya™

a. buku,

program  komputer,
pamplet, susunan perwajahan
karya tulis yang diterbitkan,

dan scmua hasil karya tulis

lainnya;

b. ceramah, kuliah, pidalo dan
ciptaan lainnya vyang di-
wujudkan dengan cara diu-
capkan:

c. alat peraga yang dibuat untuk
kepentingan pendidikan dan
ilmu pengetahuan;

d. ciptaan lagu atau musik dengan
atau tanpa teks, termasuk
kerawitan dan rekaman suara,

e. drama. tari (koreografi). pewa-
yangan, pantomim;

i. karya pertunjukan,

g. karya siaran,

1 flaval dimiak Fkawe detn Pongonbamgan MWasgarakat.
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h. seni rupa dalam segala benmk
seperti seni lukis, gambar, sem
ukir, seni kaligrafi, seni pahat,
seni patung, kolase, seni
terapan berupa seni kerajinan
tangan,

i. arsitcktur,

j- peta,

k. seni batik. fotografi,

1. sinematografi,

m. terjemahan,  tafsir, saduran,

dan karya

lainnya dan hasil pengaiih-
wujudan.

bunga rampai,

Hak Pertunjukan (Perfrorming Right)

Hak pertunjukan atau Public
Performance Right dimiliki oleh pemusik,
dramawan, maupun seniman lainnya yang
karyanva dapat
bentuk pertunjukan. Hak ini memberi

kemungkinan kepada

terungkapkan  dalam
pencipta untuk
memperoleh royalti dari suatu pertunjukan
vang bersifat komersial. Dalam UUIC
hak pertunjukan ini disinggung serupa
dengan hak distribusi dinyatakan bahwa
pengumuman adalah pembacaan, pe-
nyuaraan, penyiaran atau penyebaran suatu
ciptaan. Hak pertunjukan, diatur dalam

Konvensi Bern, Konvensi Universal dan

bahkan secara tersendiri dalam Konvensi
Roma.

Adapun lembaga vang mengurus
kepentingan pengguna karya
mengorganisir diri dalam wadah vang
disebut Public House Society. Lembaga-

lcmbaga ini mengorganisir

cipta.

orang atau
badan-badan penyiaran juga tempat yang
sering memberikan hiburan di dalamnyva
seperti kapal laut. pesawat terbang, tempat
judi, toko, hotel, restoran. |.embaga yang
mengkhususkan din untuk mengurus
penggunaan beium ada di
Indonesia (Djumhanah dan Djubaidillah,
1997:69)

Hak Pertunjukan (performing
right) dialur dalam UU Hak Cipta (UU
No. 19 Tahun 2002), Sebagaimana telah
disebutkan scbclumnya, pengertian hak
cipta tertera dalam Pasal 2 butir (1) UU
No.19 Tahun 2002 yang menentukan
bahwa: "Hak Cipta merupakan hak
ekskiusil bagi pencipta atau pemegang hak
untuk

karva ini

cipta mengumumkan  atau
memperbanvak ciptaannya yang (imbul
secara otomatis setelah ciptaaan dilahirkan
tanpa mengurangi pembatasan menurut
peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku™




Organisasi Manjemen Kolektor

Organisasi/lembaga yang mengu-
rus kepentingan  pencipta,  musikus,
komposer dan penerbit karya cipta lainnya
dikenai dengan Performing Right Society.
Memperoleh izin pertunjukan dari sebuah
karya akan mecnjadi mudah mclaiui jasa
lembaga ini, di samping perannya dalam
mengumpuikan hasil royalti yang dibayar
oleh pihak yang mengadakan pertunjukan
(Djumhanah dan Djubaidillah, 1997:60-
69).

Pada tahun 1990, di Indonesia
berdiri Karya Cipta Indonesia (KCI) yang
merupakan lembaga pertama di Indonesia
yang mengkhususkan kegiatannya sebagai
iembaga hak pertunjukan. Pencipta,
komposer, pemusik dapat mewakilkan
urusan pengumpulan hak ekonominya dari
karya ciptanya melalui lembaga ini.
Mekanisme yang paling umum digunakan
adalah melalui
Blanket yang

mempetjanjikan lisensi semua lagu yang

lisensi yang disebut

License System
akan diputar oleh pemakai sclama setahun,
Secara internasional dikenal lembaga

seperti  Comfederation  International
Societies of Composers of Author and
Composers (CISAC) yang menurut catatan

tahun 1995 telah menghimpun sekitar 158

2
"

organisasi dari 86 negara di seiurub dunia.

Satu sama lain di antara lembaga
performing right ini pada tiap negara
mengadakan kerjasama untuk meng-
himpun dana royaiti yang melintasi batas
negara atau sebaliknya.

Karya Cipta Indonesia (KCI)
sebagai lembaga vang berfungsi sebagai
Performing Right Society di Indonesia
yang banyak mengurus soal pengumpulan
royaiti, l.embaga ini menjembatani para
pencipta lagu dengan para pemakai lagu
{(users) dalam hal ini industri yang
menggunakan lagu sebagai salah satu
instrumen yang sccara langsung atau tidak
langsung untuk menarik konsumennya.
Yang diurusi oleh KCI adalah perizinan
penggunaan lagu dan penyelesaian
kewajiban pembayaran royalti. Royalti
yang telah dihimpun terlebih dahulu
dikurangi biaya-biaya administrasi
kemudian didistibusikan kepada pencipta

lagu yang berhak.

. TUJUAN DAN MANFAAT PENE-
LITIAN

Keutamaan  dari

dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yakni

aspek keiimuan, aspck sosiologis, dan

penelitian 1

aspek yuridis. Aspek pertama: bahwa
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dengan dilakukannya penelitian ini maka
akan dapat diperoleh jawaban menyangkut
terungkapnya satu masalah  keilmuan,
yakni  bahwa hak
pertunjukan segera dapat diatasi dengan
pertimbangan pengakuan hak ekonomi
pada hak cipta berada pada pemilik hak
sedangkan pihak  pengusaha dapat
memanfaatkan hak ekonomi tersebut
melalui  mekanisme

dengan demikian dapat

permasalahan

lisensi  sehingga
memberikan
keuntungan bagi kedua belah pihak.
Secara keiimuan, hak ekonomi atas
hak pertunjukan yang menjadi doktrin
hukum di merupakan
perkembangan  pranata hukum  me-
nyangkut hak-hak kebendaan. Pemilikan
hak (atas hak milik) benda materil beralih

melalui perbuatan hukum jual beli, sewa

Indonesia

menyewa, tukar menukar dan perbuatan
hukum [ain yang bersifat peralihan hak.
Jika telah diperalihkan suatu kepemilikan
dengan perbuatan hukum scperti tersebut
maka pihak teralih (pembeli,
penerima tukar, dan scbagainya) dengan

tadi

sendirinya memiliki wewenang penuh atas

atas benda  vyang  beralih  hak
kepemilikannya itu kepadanya. la berhak
menggunakan atau tidak meng-

gunakannya. Berdasarkan perkembangan

=

pranala hukum jual beli atas hak kekavaan
intelektual, penelitian ini secara urgen
dapat mengungkap bahwa kewenangan
yang dimiliki oleh seseorang wvang
membeli (mengambil alih hak cipta) hanyva
sebatas menggunakan/menikmati sendiri.
tetapi tidak memiliki kewenangan uniuk
menarik nilai komersil atas benda hak
miliknva tu.

Aspek kedua; yakni aspek ekonomi
menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi
yang diutamakan dalam pembangunan
industri di Indonesia memang menuntut
percepatan perkembangan di bidang
ckonomi itu sendiri, namun tidak bolch
tidak  mengurangi
penghormatan atas hak milik orang lain.

melanggar  atau

Penelitian ini sangat perlu untuk
mencari  formula  menanamkan  pema-
haman mengenai luas dan ruang lingkup
hak pertunjukan atas hak cipta, dengan
suatu budaya

vang mclahirkan pemahaman

demikian akan tercipta
hukum
konsepsi yang betul.

Penelitian ini akan mengungkap
sebuah solusi dari budaya penghargaan
atas hak cipta (khususnya hak per-
tunjukan). Masyarakat, pengusaha hiburan
pengguna musik/lagu dapat memanfaatkan
hasil  krativitas

mencipta  berupa

| fnwal domink Fubum: dan Pengeabangan Wasyazakal,
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semunculan laguw/musik  baru

dan

mencipta dari pencipta karena termotivasi

sebagai

akibat  antusiasme kegairahan
oleh efek ckonomi dari ciptaannya yang

dihargai secara optimal. Pemahaman
hukum mana muncul sebagai dampak dari

penegakan hukum hak cipta.

E. METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
dilakukan  di
Sulawesi Selatan khususnya di Kota
Makassar,
Parepare, dan Kabupaten Tana Toraja.

Penelitian Propinsi

Kabupaten Gowa. Kola
Pemilihan lokasi terscbut didasarkan
pada pemikiran bahwa pada keempat
banvak
perusahaan yang bergerak di bidang

lokasi  lersebut terdapat
hiburan yang menggunakan lagu/-
musik sebagai sarananya. Makassar
dan Parepare merupakan wilayah kota
sebagai daerah

Kabupaten

yang ramai
perdagangan.
Gowa dan Tana Toraja merupakan

dacrah

Adapun

vang tclah ramai dengan

industri hiburan sebagai daerah tujuan
wisata utama di Sulawesi Selatan.
Aktivitas industrial hak cipta dapat
Tokasi

ditemukan pada keempat

penelitian tersebut.

B. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data digunakan
metode angket, wawancara, dan studi
pustaka. Pengedaran angket untuk
menghimpun data tentang sikap dan
pengetahuan masyarakat dan pencipta
tentang  luas  kewenangan  vang
diperoleh dari hak cipta. Data ber-
fungsi untuk menilai akurasi tentang
pemahaman

tentang hak cipta sebagaimana telah

tingkat masyarakat
diteliti sebelumnya.

Dalam wawancara diharapkan dapat
diperoleh data tentang kecenderungan
perubahan sikap pengharagaan hak
oleh  pengusaha

lagu/musik.

cipta industri

pengguna dan  juga
kecenderungan peningkatan gairah
penciptaan dari pencipta akibat dari
tumbuhnya  kepercayaan  mereka
terhadap nilai tambah ekonomi dari
ciptaannya. Studi pustaka difokuskan
pada perkembangan penerapan doktrin

dilihat dari perkembangan luas lingkup

pengaturan  dalam UU Hak Cipta
Indonesia.

1. Pedoman Angket

Untuk  mendapatkan data  yang

diperiukan, diedarkan angket dengan
menetapkan pedoman angket yang

iﬁdw%éxﬁ’wﬂm&w THacyarakat.
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bersifat terbuka dalam arti sasaran
angket dipilh dari hasil random dari
populasi masyarakat pencipta dan
pengusaha hiburan pengguna lagw/-
musik. Dalam mencapat tujuan/target
itu kegiatan dilakukan dengan:
1. menetapkan opsi (opfion) jawaban
2. mengumpulkan angket yang telah
disebar dan ditabulasi hasilnya
3. menemukan titikk simpulan yang
memeriukan jawaban tambahan
yang dapat dikonfirmasi melalui
WAWANCAra.

Adapun materi pokok yang diteliti

dengan angket adalah:

|. pengetahuan tentang pemahaman
mengenai hak cipta

2. pengetahuan tentang pemahaman

hak
(performing right)

3. pemahaman tentang ruang lingkup
hak ekonomi dari hak cipta

mengenal pertunjukan

4. tingkat motivasi mencipta berkail
dengan pemahaman ruang lingkup
hak ckonomi dari hak cipta.

2. Pedoman Wawancara

Struktur dan sistematika wawancara telah
dirancang secara sistematis. Butir-butir
telah Jika
jawaban dari

pertanyaan
diperlukan

disiapkan.

lanjutan

13

pertanyaan vang ada tetap terbuka

dilakuklan oleh pewawancara tanpa
mengabaikan pertimbangan ketersediaan

walktu. Objek wawancara:

|. konsepsi hak cipta dan hak
pertunjukan

2. kendala pelaksanaan kewajiban
atas hak cipta

3. faktor Kkeengganan membayar
royalti

4. perubahan pola sikap atas hak
ekonomi atas hak cipta

5. dukungan atas

perlindungan hak cipta

3. Pedoman Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan berkenaan
dengan
teoritis dan doktrinal hukum hak cipta
secara global dan
berdasarkan perundang-undangan  hak
cipta Indonesia, yang diuraikan sebagai
berikut:

I. konscpsi

pengusaha

pengungkapan  perkembangan
Indoncsia

regional

hak
pertunjukan,

cipta dan hak

2. perkembangan konscpsi hak cipta
mengikuti perkembangan globa-
lisasi perdagangan dunia,

3. aspck budaya hukum di sckitar
pencgakan hak cipta khususnva
hak pertunjukan
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4. aspck sosiologis yvang mempe-
ngaruhi  penegakan hak cipta
ichususnya hak pertunjukan.

5. aspck ekonomis yang mem-
pengaruhi penegakan hak cipia
khususnya hak pertunjukan.

Dalum hal demikian mengantar

peneliti menelaah literatur sosiologi,

ekonomi, dan budaya serta kebijakun
administratif negara dan daerah berkait

dengan pelaksanaan otonomi dacrah.

. Analisis Dats
Data yang diperoleh dicatat dalam
suatu catatan lapangan (field note).
Dilakukan kegialan secara  ber-
kesinambungan  berupa  menghimpun
data, mengedit, mengembangkan dan
menyusun  hasil  penelitian.  Dalam
analisis dan  enterpretasi  data,
dupayakan dilakukan penyesuaian
persepsi informan secara optimal. dan
berdasarkan

menganalisis prinsip

objekiivitas,

. HASIL

L

PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Kondisi Hak Pertunjukan (Perfor-
ming Right) di Kota Makassar

Untuk  kelancaran  aktiviitas
usaha perhotelan sebagian besar hotel
berbintang mengorganisasikan diri ke
dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran
Indonesia (PHRI) seperti tergambar
dalam Tabel 1.

Penyeharan angket Iebih banvak
kepada  usaha  hotel didasarkan
pertimbangan bahwa  banyak hotel
melengkapi  diri usaha
pendukung lain scperdd resioran  dan
karacke.

dengan

Tabel i: Jumiah Foicl, Restoran, Pondok,
Losmen yang Tergabung dalam
Perhim-punan Hotel dan Restoran
Indonesin Cabung Koia Mukassar

o Kelas Hotel Jumiah

1 Hotel Bintang V 2
2 Hotel Bintang TV 4
3 Hoel Rintang 111 8
-4 Mol Binang il 5
3 Hotel Bintang 1 9
1] Hotel Melati 111 13
7 Hotel Melati 1 o
8 Hotel Melati 1 0
§ | Talam Gangsa Lo
10 | Garpu iti 1
11| Garpu Tl 3
12 | Belum Standar 6

Sumber: Diolah dari data selander Perhimpunan

Holel dan Restman  Indonesia Ko
Makassar.
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Dari hasil angket yang disebarkan di
lokasi penelitian Kota Makassar diperoleh data
sehagaimana {ergambar berikut ini:

Tabel 2: Mengenai Pepgaruh Penggunasn
Lagu/Musik Terhadap Kelancaran
Jalannya Usaha
No Tawabai Frenuensi (o)
I |Sangat berpenge- 31 77.
el 8 5
7 |Berpengaruh | 20
3 |Kurang berpe- =
.:i “gﬂmh ﬂ 2..5‘
Tidak perpengaruh 0
Jumlah Aly 1

Adapun gambaran pada Tabel 2 menunjukkan
pengetahuan keharusan meminta lisensi jika
menggunakan hak cipta orang lain dalam
penggunaan lagu/musik dalam menjalankan
usaha hiburan.

Tabel 3 : Pengetahuan  Pengusaha  me-
ngenai  Lage/Musik yang digo-
nakan dalain  Soatu Usaha
Komersial Harus Dimintakan
Tzin/Lisensi

Mo Jawaban Frekucnsi (%)
1 | Tahy 11 i
2 |Tidak taha i 0

Jumlah | 40 100

Pengetahuan tentang kewajiban meminta
izin penggunaaan lagu/musik tidak serta
merta ditkuti oleh perilaku meminta izin
dalam

schagaimana Tabel 4

mcnjalankan  usahanya  itu

\Tabei 4: Tanggapan Responden menge-
nai Permintaan lrin Atas

Penggunaan [agu™usik dalam

Usaha vang DHjalankannva

Mo Jawaban Frekuensi *a)

I Ya { 24 | U

2 | Tidak | 16 ] 40

| Tumlah an i 104}
Sebagian besar responden

mengaku permintaan izin dan pembayaran
royalti memberatkan

Tabel 5 : Tanggapan Responden Mengenai
Kewajiban Meminta Izin dan
Membhayar Royati Dagi Usaha yang

Menggunakan Musik/Lagu Scbagai

Pendukungnya
Mo Jawaban Frekuensi (%0}
Sangut 22 35
memiberdalkan ] 325
Memberatkan 1 25
Apalk memberatkan 4 i
Tidak membcratkan
| Jumlah 49 | 11K} ]
Keberatan itu didasarkan

pertimbangan sebagaimana Tabel 6 dan
Tabel 7

Tabel 6 : Tanggapan Responden Mengenai
Pertimbangan “tambaban cost™
Perusahaan Mcempengaruhi Ke-
engganan Meminta Izin dan

Membayar Royalti Penggunaaan

Lagu/Musik .

o Jawaban Frekuensi (%0)

1 Setuju 31 71.5

2 Uidak setujn 9 225 |
Jumliah 441 100
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Tabel 7: Tanggapan Responden Mengenai  Tabel 9 Tanggapan Responden Mengenai

Pertimbangan “ketidakjelasan atu- dalam Hal Apa Pembayaran
ran dan mekanisme” Perusahaan Royalii Diberikan Kepada
Miempengaruhi Keenggunan Me- Pencipla
minta izin dan Membayar Royalti
Penggunaaan Lagu/Musik No Jawahan Frekuensi [ (%)
o i Perckaman di stu- 1t 40
‘ No | Jawaban Frekuensi (Ya) dio rekaman saja ; 17.5
J . Peaju ¥ 225 2 Penggunaan
lidak Sﬁ'll.lju 3 T7.5 3 scbag,al [}endu- 13 325
Jumlah 40 1% kung usaha bisnis 4 in
4 (karacke, dsb)
Responden di Makassar tclah Kedusa cara tersebut
memahami  pengurusan permohonan izin Aidak tah
Ko Jumlah 40 100
dan pembayaran rovalti dilakukan kepada

asosiasi yang diberikan kuasa oleh
Peran Organisasi Manajemen Kolektor

Mengenai  kineria KCL KCI
Wilayah Makassar yang mewilayahi

pencipta, tergambar dalam Tahel 8

Tabel 8 : Tanggapan Responden Mengenai
Kemanakah Perusahaan Harus

Mengurus Permohonan Izin dan [ndonesia Timur melalui Koordinator
Pembayaran Royaiti Jika Hendak

Memintz lzin/Lisensi Penggenaan Wilayahnya Tioria Sinaga {wawancara 6
Lagw/Musik dalam Suatu Usaha » .
April 2010) mengatakan Bahwa: ““Kami

No |~ Jawaban | Frekuensi [ (%) | baru memulai dengan segenap kelemahan

[ Langsung kepada 6 15 pada kinerja yang lalu. Konsentrasi kami

2 Pencipia 28 70 | baru di kota Makassar dan belum bergerak

ol B msuman ¢ > | ke kota-kota lain termasuk ke ibukota lain
4 Kuasa 4 10

cpaita (Do, di luar Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan

Hukum dan HAM) bahwa semarak penciptaan lagu dan

Tidak tahu pengembangan indusiri musik barulah di

| 4  demiad |40 | 190} Makassar saja. Memang ini seringkali

merupakan keluhan pencipta daerah”
Namun demikian perkembangan
saat ini menunjukkan bahwa baru tercatat




16 (enam belas) pencipta yang terdaflar
dalam KC] Korwil Makassar yakni:

NO.ANGGOTA FPENCIPTA
KCI
3090725570 | A. Rivai Rahim
50907252 Abdullah Sijaya
309072569 Acid S.
505112301 Amin Pares
509072568 Amirullah Mansyur
797071274 Bora Dacng Ngirate
509052550 Ismail Solong
508082495 Iwan Tompo
509052547 M. Aras Tiwong
509072573 M. Basri Jo.
sLan7asT Achmad Djaursi Saleh
509052579 Serang Dakko
S09072576 Sirajuddin Pata
509072574 Usman Nambung
509072372 Yoel Ressa
509052348 Zainal Abidin Has

Sumber: KCI Kantor Wilayah Makassar

Peran Organisasi
Musik

Salah satu dapat
disebutkan adalah Penghimpunan Hotel
dan  Resiotan (PHRI).  Meskipun
PHRI tidak menghimpun
seluruh usaha pengguna musik tetap:

Usaha Pengguna

organisasi

sebenarnya

tidak sedikit hotel dan restoran meskipun

layanan usahanya vang utama adalah
kamar tidur dan makanan/minuman juga
melakukan usaha tambahan berupa
fasilitas karaoke dan live music. scrta
background musik di lobi, kamar, lounge.
Berdasarkan wawancara dengan
Kwandy Salim selaku Ketua PRI Koia
Makassar (wawancara tanggal 4 April
2010) dinyatakan bahwa:
1. Menyangkut pertunjukan musik di
hotel izin
berdasarkan

itu dilakukan dengan
nertuninkan/impresariat
UU No. 11 Tahun 1999.
[Iak cipta memang dilindungi Undang-
undang KCI tidak boleh

menafsirkan  ketentuan scmata-mala

[

tetapi

versi dia. Penentuan royalti versi KCI
tidak sepenuhnya dapat diterima oleh
pengusaha hotel dan restoran di

Makassar.
3. Sosialisasi

nyangkut izin dan kewajiban royalti

hak pertunjukan me-

suasana tidak
kondusif dimana keadaan bisnis
perhotelan lagi lesw/sulil. Seandainya

rasanya ftidak pas.

pada posisi yang tepat kondisi

ckonomi telah baik maka soal izin dan

royalti itu tidak ada masalah.
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<. PHRI tidak merekomendasikan
permintaan izin dan pembayaran
rovalti itu,

Kondisi Hak Pertunjukan (Performing
Righr) di Kota Parepare
Khusus hotel yang terdafiar dalam
organisasi PHRI, terdapat 18 hotel dan 6
restoran seperti tergambar klasifikasinva
sebagai berikut:
Tabel 10 : Hotel, Restoran, Pondok, Losmen
yang Tergabung dalam  Perhim-

punan Hotel dan Restoran Indonesia
Cabang Kota Parepare

No. Kelas Hotel Jumlah
1 Hotel Bintang V 0

2 Hutel Bintang 1Y 0

3 | Hotel Bintang 1 0

1 Holel Rintang T L]

5 | Hotel Bintang [ 2

i Hotel Mebari 171 5

7 Loted Ml 11 5

R Hodel Mebari | &

Sumber: Diolah dari diata sekunder Perhimpunan
Hotel dan Restoran Indonesia Kot
Parepare

Pengusaha
fagu/musik &i Kota Parepare agakaya
memahami tingkat kebutuhan
usahanya akan dukungan lagu atau musik

hiburan  pengguna
sangat
pada penyelenggaraan usahanya tersebut.,

Hanya sebagian kecil responden vang
menilai ketidakpengaruhan itu.

Tabei §f @ Mengenai Pengaruh Penggunaan
Laguw/Musik Terhadap Kelan-
caran Jalannya Usaha

No Jawaban Frckuensi {a)
1 Sangal berpengaruh B 333
2 | Berpengarub 4 26.6
3 Kurang berpenganuh 2 133
4 Tidak berpengaruh [ 6.6

Jumlah 15 106

Sebagian besar responden pun
sangat memahami jika lagw/musik itu
harus dimintakan izin penggunaan kepada

penciptanya sebagai pemilik hak atas lagu

tersebud.

Tabel 12 : Peagetabuss Pengusaha Mengenai
Lagw/Musik  yang Digunakan
dalam Swvatu Usaha Komersial
Harus Dimintakan [zin/Liseasi

No Jawaban Frekuensi | (%)
1 | Tabu 10 666 |
2 Tidak tahu 5 33.3

I Jumlah 15 100

Sejalan dengan itu pula bahwa
pada umumnya hanya yang memahami hal

lerscbut saja yang nyatanya melakukan

permintaan  izin  atas  penggunaan
lagwmusik  dari  pencipta  untuk

mendukung penyelenggaraan usahanva

itu.
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Tabel 13 : Tanggapan Responden Mengenai  faktor  “ketidakjelasan  aturan  dan
Permintaan  Izin Atas Peng- y
gunaan  Lagw/Musik  dalam mekanisme™ (Tabel 15 dan 16)
: o
Lakit yang ety nys Tabel 15 : Tanggapan responden Mengenai
Pertimbangan “tambahan cosi™
No Jawahan Perusahaan Mempengaruhi
Keengganan Meminia lzin dan
Ya Membayar Royalti Pemgguna-
2 Tidak mLagu!Mlmik
| Jamlah
No Jawaban Frekuensi (%a)
i A i Setuju 11 733 |
Mesiipun demikian PaTa 1 5 | Tidak setuju a 16.6
responden mengakui bahwa adalah terasa G 100
beral bagl usahanya dalam memenuhi
kewajiban meminta izin dan membayar Tabel 16 : Tanggapan Responden Mengenai
> 2 Pertimbangan  “ketidakjelasan
royalti itu. Tampak pada Tabel 14 bahwa aturan dan mekanisme” Peru-
o sahaan Mempengaruhi Keeng-
hanya | (6.6%) rcsponden menyatakan caisn  Meiminta Tafo dan
tidak memberatkan. Membayar Royalti Penggunaaan
: Lagu/Musik
Tabel 14 : Tangpanan Responden Mengead
Hewajiban Meminia izin dan No Jawatan Frekuensi %)
Membayar Royati Bagi Usaha
yang Menggunakan Musik/Lagu A Setju A BIZI
Sehagai Pendukungnya Z Tidab setuju 3 20
e

Ha Yawaban Frekuensi {%6)
I Sangat 9 40
2 memberatkan 4 2.6
i Memberatkan 1 6.6
4 Agak memberatkan 1 6.6
Tidak memberatkan
15 100

Terdapat dua alasan yang yang
menjadi pertimbangan schingga lerjadi
keengganan pengusaha dalam melakukan

mekanisme izin lisensi dan membayar

rovalty yakni faktor “tambahan cost” dan

Dibandingkan dengan jawaban
responden di Makassar, bahwa masih
terdapat kekeliruan pengetahuan mengenai
tempat melakukan proses permohonan izin
penggunaan  lagwmusik it
Meskipun tclah banyak yang memahami

fungsi KCI sebagai asosiasi perwakilan

lisensi

pencipta dan berhak untuk mewakili
pencipta dalam perizinan itu. namum
masth banyak vang menyangka bahwa

| formal dmcak Faboam dian Penpentanpan MWasyazabar.
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proses lisensi dapat dilakukan langsung

kepada pencipta (Tabel 17)

Tabel 17 : Tanggapan Responden Wengenm
Kemanakah Perusahaan Harus
Mengurus Permohonan lzin dan
Pembayaran Boyalti Jika Hendak
Meminta lzin/Lisensi Penggunann

Musik/Lagu dalam Suatv Usaha

' No | Jawaban [ Frekuensi e |
[ 1 Langsung kepada 6 40
Pencipta ] 40
|2 | Kepada asosiasi g 133
Kuasa | 6.6
3 Kepada (Dept.
Hukum dan HAM)
4 Tidak tahu
15 100
Pada label 18 pun tampak
kekelirvan pemahaman lingkup hak

eksklusif dari pencipta atas ciptaannya.
Pada umumnya responden masih memilah
hak “perekaman” dan “hak
Hanya 1 (6.6%)
responden yang menyebutkan bahwa hak
perckaman dan hak pertunjukan kedua-
merupakan hak eksklusif dari

antara

mempertunjukkan™.

duanya
pencipta alas ciplaannya.

Tabel 18 : Tanggapan Responden Mengenai

dalam Hal Apa Pembayaran
Royalti  Diberikan Kepada
Pencipta
Mo Jawaban Frekuensi {(%a)
1 Perckaman di stu- a9 (1]
dio rekaman 3 0
2 Pengounaan shyg
1 pendukung usaha 1 6.6
| bisnis (karaoke, 2 13.3
3 | Kedua cara terse-
| but
|4 | Tidak tahu
| 15 100

Dalam  hal  pemahaman  akan
pentingnya  pengenaan royalti  dan
kewajiban lisensi penggunaan musik atas

live musik di hotel, Sitti Rahmah, Asistcn
Hotel Bukit Indah Parepare
(wawancara tanggal 11 Agustus 2011)
menyebutkan sebagai berikut: “Agaknya
perlu dibedakan antara musik sebagai
pelengkap
pendukung utama kegiatan perusahaan,
Kalau hotel khan hanya menggunakan

Kenari

dengan  musik  sebagai

mugik sebasal  pelengkap karena produk
utama hotel itu adalah kamar tidur atau
akomodasi dan konsumsi. Kecuali untuk
perusahaan karaoke itu karena memang ia
semata-mata menjual lagu™.
Andi Hari Sakti

Parawansa, manajer Hotel Satria Wisatla

Selanjutnya

(wawancara 11 Agustus 2011 menegaskan
bahwa:

sangat

“Saya lclap pada pendirian
persoalan  royalti
kepada pencipta tetapi harus didahului
dengan yang  maksimal
sehingga tidak terjadi kebingungan™

Kondisi Hak Pertunjukan (Performing

memahami

sosialisasi

Righr) di Kabupaten Tana Toraja
Berdasarkan PHRI1

Kabupaten Tana Toraja terdapat 81 Hotel

catatan

dam 1} vestoran yang termasuk dalam

| farwnal dmiak Fakun daw Poegemiangan Wasyarakar
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keangpotaan organisasi hotel dan restoran
ini yang diklasifikasikan sebagai berikut:
Tabel 19 : Jumlah Hotel, Restoran, Pondok,
Losmen yang Tergabung dalam
Perhimpunan Hotel dan
Restoran  Indomesia  Cabang
Kabupaten Tana Toraja

No, Kelas Hotel Jumlah
| | Hotel Bintang V -

Hotel Bintang TV

Hotel Bintang 11

b
I

Hotel Bintang 1
Hotel Bintang 1
Hotel Melati 111
Hotel Melari i G

Hotel Melati 1 27%)

Restoran (Belum Il

S LA s Ra
= -RE R T*

b |

LT - ]

terstandar oleh PHRI)

Sumber: Diolah dari data sckunder Perhimpunan
Hotel dan  Restoran  Indonesia

Kabupaten Tana Toraja.
Catatan: *) 21 hotel kelas Melati belum terdata
tingkatan Meiarinya
Pemahaman mengenai Hak

Pertunjukan dalam Hak Cipta terasa lemah
di daerah ini. faktor sosialisasi perlu
digerakkan oleh organisasi manajemen
kolektor semacam KCI.

Wawancara dengan Hasius, SH
PHRI
Toraja sekaligus Manager Toraja Heritage
Oktober 2011)
menyatakan: “Saya tetap pada pendapat

selaku seorang pengurus Tana

ilotcl

{wawancara 11

saya seperti bahwa jika telah menjadi

keputusan PHRI secara nasional maka

kami pasti ikut meskipun menurut kami
hal itu cukup menyusahkan meka-
nismenya. konsepsi ini mulai kami telah
pahami. Mekanisme kerja pemungutan
harus jelas dan besaran pungutan harus
proporsional. Ingat ini bukan perusahaan
hiburan dengan musik scbagai andalan
utama tetapi ini hotel”

Berbeda dengan itu, Omni
. selaku Ketua PHRI Tana
Toraja sekaligus Manajer Indra Hotel
{telewicara 13 Oktober 2011} menvatakan
bahwa: “Pahamilah faktor

faktor manajerial dalam persoalan ini.

Allolinggi

bisnis dan

Cost hotel telah jelas sebagai hunian,
hiburan dan rasa nyaman. Ada undang-
undangnya vyang tegas. Asosiasi yang
mewakili  pencipta  belum  mevakinkan
kami tentang mckanisme kerjanya. Kalau
scimua telah jelas kami tidak ada masalah.
Musda PHRI Sulsel di Malino dua tahun
lalu jelas-jelas keberatan atas pengutipan
rovalti melalui KCI dengan alasan bahwa
inti dari penciptaan lagu ada pada produser
sedangkan hotel hanyalah konsumen lagu
yang juga dituntut membayar pajak”™
Pengusaha  hiburan  pengguna
lagw/musik di Tana Toraja pada umumnya

menyadari  keterpengaruhan  penyeleng-

| wmmm;w MWasgarakat.
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garaan  usaha

lagw/'musik ( Tabel 20)

Tabel 20 : hiengenai Pengaruh Penggunaan
Lagu/Musik Terhadap Kelanca-
ran jalannya usaha

dengan  atau  tanpa

Mo Jawabun I' Frekuensi (%) |
I (Sangat berpengaruh 8 333
2 |Berpengaruh fi 40
3 |Kurang berpengaruh 1 f.6
4 [Tidak berpengarith D 0
Jumlah 15 100

Tabel 21 menggambarkan perim-
bangan pengusaha yang mengetahui
dengan yang tidak mengetahui konsepsi
tersebut sebagaimana. Tabel 22 meng-
gabarkan Icbih lanjut efeknya bahwa
sehagian besar (73.3%) responden tidak
melalui proses perizinan liscnsi dalam
menjalankan usahanya.

Tabel 21 : Pengetahuan Pengusaha Mengenai
Lagu/Musik  yang  Digunakan
dalam Suatn Usahs Komersial
Haruos Dimintakan lzin/Lisensi

Lebih lanjut digambarkan dalam
Tabel 23 bahwa memang sebagian besar

dari responden mcrasakan lisensi itu
sebagai suatu yang bcrat,

Tabel 23 : Tangpapan Responden Mengeai
Kewajiban Meminta Izin dan
Membayar Royati Bagi Usaha
yang Mensgunakan Musik/Lagu

Sebagai Penduhungnya
No Jawaban Frekuensi | (%) |
|
I |Sangat memberatkan 9 60 |
2 |Memberaikan R 26.6 |
3 |Agak memberatkan i 16.6 ‘
4 | Tidak memberatkan | 6.6 |
by 15 m:'f|
Ketidakiahuan  akan  konsepsi

seperti tergambar di atas, fteniu saja

pertimbangan  “lambahan  cost”™  dan
“ketidakjelasan aturan” menjadi alasan
yang berimbang dari para pengusaha
pengguna lagu/musik sebagaimana Tabel

24 dan Tabel 25

— - = Tabel 24 Tanggapan responden Mengenai
Np Jawaban | Frekucasi %) Pertimbangan “tambahan cost”
I | Tahu ' 8 533 Perusahaan  Mempengaruhi
’ Keengganan Meminta lzin dan
2 Tidak taha T 46.6 Membayar Royalti Pengpuona-
l T JTumliah I 15 T aan Lagu/Musik
Tabel 22 : Tanggapan Responden Mengenai 1 — T T, :
Fermintaan Izin Aias Pengpu- e Snvaan Fashochi (%)
naan LagwMusik dalam Usaha | | Setuju 9 Al
yrng: Dijalankannya 12 | Tidak sctuju 6 40
Mo Jawaban Frekuensi (%) 15 100
i Ya 4 264
2 Tidak I 733
Jumlah i5 ‘ 100




Tabel 23 : Tanggapan Responden Wiengenai
Pertimbangan  “ketidakjelasan
aturan dan mekanisme™ Perusa-
haan mempengaruhi Keengga-
re Meiminta izin dan
Membayar Royalti Penggunaaan

Lagn/Musik

No Jawaban
[ Semuju fi 40
2 Tidak 9 60

Frekuensi (%)

setuju

15 100

Tabel 26 menunjukkan bahwa
KCT sebagai asosiasi kuasa dari pencipta
belum popular di mata pengusaha hiburan
penguna lagu/musik.

Tabel 26 : Tanggapan Responden Mengenai
Kemanakah Perusahaan Harus
Mengurus Permohonan lzin dan
Pembayaran Royalti Jika
Hendak Meminta lIzin/Lisensi
Penggunaan Musik/Lage dalam

Suatu Usaha

‘No Jawaban Frekuensi {%a)
| |Langsung kepada 3 533

pencipia 2 13.3
2  |Kepada asosiasi 1 6.66

{kuasa 1 26.6
3  |Kepada (Dept.

Huaun dan HAM)
4  [Tidak tahu

L3 100

Demikian pula Tabel 27 jelas
menunjukkan bahwa sebagia besar
penguasa pengguna lagu/musik

£

menempatkan hak pencipla hanva sebatas
royalti dari rekaman dan bukan termasuk

dari pertunjukan di pentas usaha hiburan

pengguna lagu/musik.
Tabel 27 : Tapggapan Responden Mengenai
dalam Hal Apa Pembayaran
Royalti  Diberikan  Kepada
Pencipta
No Fawaban Frekuensi =
1 Perekaman di 8 533
studio re-kaman 2 13.3
2 | Penggunaan '
sebagai 2 13.3
pendukung usaha 3 20
3 bisnis (karaoke,
4 dshb)
Kedua cara
tersebut
Tidak tahu
h i 15 100 ]
F. PENUTUP
Kesimpulan
|. Organisasi ~ manajemen  kollektor

(collecting society) dalam menjalankan
perannya mewakili pencipta dalam
upaya mengumpulkan royalti atas
ciptaan yang digunakan oleh sebuah
perusahaan pengguna lagu/musik dalam
kegiatannya. Di samping ilu scbagai
sebuah asosiasi organisasi ini (dalam
hal ini Karya Cipta Indonesia/KCI)

juga menjalankan fungsi menyo-

| funat dimiak Fakson: dan Pengembangan Masyasakat.
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sialisasikan ~“hak pertunjukan™ yang
merupakan hak ekonomi eksklusif dari
pencipta  kepada

masyarakat umum agar pengetahuan

pengusaha  dan
masyarakat tentang hak pencipta bukan
terbatas pada sekadar hak produksi
hak
pertunujkan (performing right). Dalam
berdasarkan  hasil
daerah lokasi

penclitian bahwa peran 1tu masih sangat

rekaman tetapi juga meliputi

pelaksanaannya
penelitian di empat
jauh dari harapan, terutama di lokasi
penelitian di luar lokasi kota Makassar
(Parepare dan Tana Toraja).

. Tanggungjawab pengusaha  hiburan
pengguna  laguw/musik  dalam  hal
perizinan/lisensi dan  pembayaran
royalti disimpulkan belum maksimal.
Faktor tingkat pemahaman terhadap
pengusaha terhadap hak pertunjukan
dan hak cipta sudah dalam tingkat yang

proporsional. Akan tetapi dalam
menjalankan ketentuan perizinan dan
pembayaran  royalty itu  dalam
pelaksanaannya masih belum
maksimal.

. Tidak maksimalnya penghargaan hak

pertunjukan dan hak cipta olch
pengusaha hiburan pengguna

lagw/musik dipengaruhi oleh dua faktor

%
&

vakni faktor pertimbangan “overcost”
pada perusahaan karena pembayaran
rovalti telah mengambil porsi kevangan
tersendiri di luar pajak dan retribusi
yang ada. Demikian pula [aktor
ketidakjelasan ketentuan tingkat lokal
dipandang sebagai salah salu pemicu

keengganan hiburan

pengusaha
pengguna lau/music untuk membayar

royalti.

Saran-saran

1.

E\..'.I

Agar pemerintah mengembangkan
sosialisasi langsung ke arena usaha
pengguna musik.

Agar organisasi perusahaan pengguna
merekomendasikan

musik tarut

anggotanya uniuk menghargai hak
yang merupakan hak
ekonomi dari pencipta.

pertunjukan

Agar pencipla-pencipta dapat lebih
aktf memperjuangkan hak ekono-
minya itu dalam bentuk pengor-
ganisasian din dalam wadah yang
teratur.

Agar organisasi manajemen kolcktif
mengefektifkan organisasinya sampai
ke tingkat
kerjanya dapat meliputi kepentingan
pencipta daerah schagai bagian dari

daerah agar jangkauan
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partisipasi dalam penegakan hukum di

era reformast.
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